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BAB V 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi 

Pengelolaan Dana Desa di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, 

Kabupaten Kupang, sebagai berikut:  

1. Desa Noelbaki telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangann desa, merujuk pada Bab II Asas Pengelolaan 

Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yakni keuangan desa dikelola 

berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

2. Desa Noelbaki telah melakukan menerapkan prinsip akuntabilitas 

dan transparansi pengelolaan dana desa pada tahap pelaksanaan 

sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangann desa yakni pelaksanaan kegiatan 

mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai 

dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
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3. Desa Noelbaki telah menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku pada Permendagri 113 Tahun 2014 pasal 40 

ayar 2 yakni media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media 

informasi lainnya.  

4. Desa Noelbaki telah menerapkan asas akuntabilitas sesuai dengan 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 24 Ayat 3 yakni semua 

penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus didukung oleh bukti yang lengkap. 

5. Dengan adanya asas transparansi yang diterapkan pada Pengelolaan 

Dana Desa di Desa Noelbaki, dapat menjamin masyarakat untuk 

mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan baik 

kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang 

dicapai dari kegiatan fisik maupun non fisik melalui spanduk yang 

dipajang.  

6. Dengan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan dana desa, memberikan dampak pada pembangunan 

fisik dan non fisik bagi masyarakat, seperti untuk pembangunan fisik, 

terakomodirnya pembangunan rumah tidak layak huni kepada 

masyarakat yang lolos verifikasi sesuai standar dan ketentuan yang 

berlaku, untuk pembangunan non fisik melalui penerapan asas 

transparansi memberikan berdampak keterbukaan dalam 
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penyelenggaraan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari 

APBN yang memberikan hasil output kesejahteraan masyarakat  

Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. 

 

4.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Diharapkan agar pengelolaan dana desa ditingkatkan melalui 

pelatihan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya, sesuai 

dengan ketentuan undang-undang yang berlaku; 

2. Diharapkan agar pihak desa menerapkan tahapan Pembinaan dan 

Pengawasannya, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan 

pada saat penerapan program/kegiatan dilapangan. 

3. Diharapkan pihak desa dapat menjalin hubungan kerjasama dengan 

mitra terkait seperti LSM, Ormas, Lembaga Agama, dll guna 

peningkatan kapasitas dan kegiatan non fisik lainnya. 

4. Diharapkan pihak desa dapat menyediakan profil desa secara 

online, untuk memudahkan informasi dan komunikasi via online di 

era digitalisasi seperti saat ini. 
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